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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA 

KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN 

ALTERNATIF DI KOTA PEKANBARU 

Oleh: 

AYANG PERMATA SARI 

12070522719 

Program Kota Layak Anak merupakan program dari kementerian pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak yang tujuannya untuk memenuhi hak-hak anak 

dan melindungi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Kota 

Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di 

Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif demgan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive 

sampling dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori implementasi 

kebijakan menurut Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi 

Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 

Alternatif di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya 

maksimal dalam proses pelaksanaanya karena masih terdapat sumber daya 

manusia yang kurang memahami serta kepatuhan dan daya tanggap para aktor 

yang terlibat masih kurang responsif.  

 

Kata Kunci: Implementasi, Program Kota Layak Anak, Lingkungan Keluarga 

dan Pengasuhan Alternatif 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE CHILD-FRIENDLY CITY 

PROGRAM IN THE FAMILY ENVIRONMENT AND 

ALTERNATIVE CARE CLUSTER IN THE CITY OF 

PEKANBARU 

Oleh: 

AYANG PERMATA SARI 

12070522719 

The Child Friendly City Program is a program from the ministry of women's 

empowerment and child protection whose aim is to fulfill children's rights and 

protect children. This research aims to analyze the Child Friendly City Program 

in the Family Environment and Alternative Care Cluster in Pekanbaru City. The 

method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. 

Data collection techniques in this research are observation, interviews and 

documentation. The technique for determining informants used in this research is 

purposive sampling and snowball sampling. This research uses policy 

implementation theory according to Grindle. The results of the research show that 

the implementation of the Child Friendly City Program in the Family 

Environment and Alternative Care Cluster in Pekanbaru City has gone well but 

has not been fully maximized in the implementation process because there are still 

human resources who lack understanding and the compliance and responsiveness 

of the actors involved is still lacking responsive. 

 

 

Keywords: Implementation, Child Friendly City Program, Family Environment 

and Alterntive Care 
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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konsep Kota Layak Anak diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan 

untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat mengaspirasi hak-hak anak melalui 

tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Di 

Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 

Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi 

landasan bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kota layak anak. 

Kabupate ln atau Ko lta Layak Anak dikelmbangkan pelrtama kali pada tahun 2006 

dan diujicolbakan pada tahun 2014. Pe lngharagaan yang dibe lrikan olle lh Ke lme lntrian 

Pe lmbelrdayaan Pe lre lmpuan dan Pelrlindungan Anak ke lpada Kabupateln/Kolta yang 

be lrhasil mellaksanakan Kabupateln/Ko lta Layak Anak dibagi dalam e lmpat katelgolri 

yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. 

Anak me lrupakan cikal bakal selbagai ge lne lrasi pe lnelrus dan pe lmimpin yang 

akan sangat melne lntukan wajah kelhidupan suatu bangsa di masa delpan. Se lbagai 

inve lstasi  ne lgara, anak-anak harus dilindungi, dilatih dan dikelmbangkan se lcara 

individu, karelna masa delpan nelgara ada di tangan melre lka. (Fitriya, Hidayat, and 

Rizki 2021)  
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Dalam Pelraturan Pe lrundangan-Undangan Re lpublik Indolne lsia nolmolr 23 

Tahun 2002 telntang pelrlindungan anak didelfinisikan bahwa anak adalah 

se lse lolrang yang be llum be lrusia 18 (dellapan bellas) tahun, telrmasuk anak yang 

masih dalam kandungan. (BAPPE lNAS RI 2002)  

Anak me lrupakan bagian dari gelne lrasi muda, salah satu sumbelr daya 

manusia yang me lmpunyai poltelnsi, pe lwaris cita-cita pelrjuangan bangsa, 

melmpunyai pe lranan yang strate lgis, me lmpunyai sifat dan ke lpribadian yang 

istimelwa, selrta pelrlu dibina dan dilindungi dalam rangka melnjamin pelrtumbuhan 

dan pe lrkelmbangan fisik, me lntal dan solsial. Untuk melnjamin pelmbinaan dan 

pe lrlindungan anak, dipelrlukan dukungan yang baik dalam belntuk lelmbaga dan 

instrumeln hukum yang le lbih stabil dan melmadai. (Rumtianing 2014) 

Anak adalah fajar kelhidupan, batinnya me lmantulkan kelje lrnihan harapan, 

pikiran-pikirannya me llukiskan keltajaman gagasan, di tangannnya ke llakmasa 

de lpan bangsa di pelrcayakan. Anak adalah amanah yang pe lrlu dirawat, dididik dan 

dibina delngan pe lnuh kasih sayang, kare lna anak adalah hal yang paling be lrharga 

dalam hidup maka belrikan dukungan, cinta dan citra.  

Se lolrang anak melmpunyai karaktelristik yang unik. Me lski dia belrtindak  

be lrdasarkan pelrasaan, pikiran, dan ke linginannya se lndiri, namun telrnyata 

lingkungan di se lkitarnya me lmpunyai  pe lngaruh yang cukup signifikan dalam 

melmbe lntuk  pelrilaku selolrang anak. Ollelh karelna itu, anak sangat melmbutuhkan 

bimbingan, pelngawasan dan pelrlindungan  olrang tua, guru, dan olrang delwasa 

lainnya dalam pelrkelmbangannya. (Le lstari 2017) 
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Me lnurut Undang-Undang Re lpublik Indolne lsia Nolmolr 35 Tahun 2014 

telntang pe lrlindungan anak adalah selgala belntuk ke lgiatan untuk melnjamin dan 

mellindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, belrke lmbang, dan 

be lrpartisipasi selcara olptimal selsuai delngan harkat dan martabat kelmanusiaan, 

se lrta melndapat pelrlindungan dari kelke lrasan dan diskriminasi. Olle lh karelnanya 

be lrbagai pihak telrmasuk olrang tua, masyarakat dan pe lmelrintah melmiliki pelran 

yang pe lnting dalam pelmelnuhan hak anak. Bagi bangsa dan nelgara pelme lnuhan 

hak anak melnjadi sangat ole lnting kare lna anak melrupakan caloln masa delpan 

bangsa ne lgara nantinya. (Maulia and Saptatiningsih 2020) 

Demi terwujudnya keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak 

bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain 

yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintahan. Bentuk nyata upaya 

pemerintah menjamin hak setiap anak adalah mewujudkan pengembangan 

Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di wilayah-wilayah Indonesia tidak terkecuali 

diwilayah Riau khususnya Pekanbaru. Pada tahun 2011, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis 

hak anak di level Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber 

daya pemerintah,masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh 

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 

terpenuhinya hak anak. 

Provinsi Riau, memiliki 12 Kabupaten/Kota dengan 8 Kabupaten/Kota 

yang telah melaksanakan program kota layak anak yaitu Pekanbaru, Bengkalis, 
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Dumai, Siak, Kampar dan Pelalawan, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. 

Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang telah menyandang predikat Madya di 

wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung diberikan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. 

Dalam upaya untuk me lmbelrikan pelrlindungan hak pada anak, maka 

pe lmelrintah melmbuat suatu prolgram ke lbijakan pelnge lmbangan Kolta Layak Anak 

se lbagai langkah awal untuk melnciptakan lingkungan yang dapat melngapre lsiasi 

se lrta mellindungi hak-hak anak. Di Indolne lsia delngan dite ltapkannya Pe lraturan 

Me lntelri Ne lgara Pelmbe lrdayaan Pe lre lmpuan Dan Pelrlindungan Anak Re lpublik 

Indolne lsia Nolmolr 11 Tahun 2011 Telntang Ke lbijakan Pelnge lmbangan 

Kabupate ln/Kolta Layak Anak yang me lnjadi landasan bagi se ltiap kabupateln/kolta 

dalam pellaksanaan prolgram kolta layak anak. (Ilolsa and Rusdi 2020) 

Pada prolgram Kolta Layak Anak (KLA) te lrdapat 5 klastelr yaitu:  

Tabel 1.1   

Klaster Kota Layak Anak 

KLASTE lR I HAK SIPIL DAN KE lBE lBASAN 

KLASTE lR II LINGKUNGAN KE lLUARGA DAN PE lNGASUHAN 

ALTE lRNATIF 

KLASTE lR III KE lSE lHATAN DASAR DAN KE lSE lJAHTElRAAN 

KLASTE lR IV PE lNDIDIKAN, PE lMANFAATAN WAKTU LUANG 

& KE lGIATAN BUDAYA 

KLASTE lR V PE lRLINDUNGAN KHUSUS 

  Sumbe lr: Bahan Advolkasi Ke lbijakan KLA 

 Be lrdasarkan Pelraturan Melntelri Pelmbelrdayaan Pe lrelmpuan dan 

Pe lrlindungan Anak me lnge lnai pe lnge lmbangan ke lbijakan Kolta Layak Anak yang 

melrujuk ke lpada Kolnve lnsi Hak Anak yang di ke llolmpolkan melnjadi 5 klastelr. Dari 
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5 klastelr telrse lbut pelnulis melmfolkuskan pada lingkungan ke lluarga dan 

pe lngasuhan altelrnatif. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 

indikatornya meliputi: 

a Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) 

tahun. 

b Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang 

pengasuhan dan perawatan anak. 

c Tersedia lembaga kesejahteraan anak. 

 Me lnurut Undang-Undang nolmolr 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak seltiap anak belrhak untuk diasuh olle lh olrang tuanya se lndiri, kelcuali jika ada 

alasan dan aturan hukum yang sah melnunjukkan bahwa pelmisahan itu adalah 

de lmi kelpelntingan te lrbaik bagi anak dan melrupakan pelrtimbangan telrakhir. Bagi 

bangsa dan nelgara pelme lnuhan hak anak melnjadi sangat ole lnting karelna anak 

melrupakan caloln masa delpan bangsa ne lgara nantinya.  

Tabel 1.2  

Jumlah Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan  

Struktur Umur dan Jenus Kelamin Tahun 2021-2023 

Struktur 

Umur 

(Tahun) 

Je lnis Ke llamin  

Jumlah Laki-laki Pelre lmpuan 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

0-4 32.550 34.600 38.250 28.125 32.145 34.788 200.458 

05-09 47.402 54.552 58.550 45.355 50.313 55.650 311.822 

10-14 48.250 55.672 60.220 48.650 51.825 53.450 318.067 

 15-19 37.822 47.091 49.170 35.888 44.278 52.885 267.134 

Jumlah  1.097.481 

Sumbe lr: BPS Kota Pekanbaru 
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 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak pada tahun 2021-2023 

di Kota Pekanbaru berjumlah 1.097.481 jiwa. Bisa dilihat umur 05-09 tahun 

mengalami peningkatan jumlah anak sebesar 111.364 dari umur 0-4 tahun.  

Tabel 1.3  

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Pekanbaru 

Nol Nama Panti Asuhan Alamat 

1 Panti Asuhan Al-Akbar Jl. Sole lkarnol Hatta – Pe lkanbaru 

2 Panti Asuhan Putri Aisyiyah 

Pe lkanbaru 

Jl. KH Ahmad Dahlan Nol. 82 

Sukajadi 

3 Panti Asuhan Amanah YKWI  Jl. Sakuntala Ujung Tangke lrang  

4 Panti Asuhan At-Tholibah Riau Jl. Kapau Sari Ujung Pe lkanbaru 

5 Panti Asuhan Anak l-Hidayah Jl. Fajar Ujung 

6 Panti Asuhan As-Sholhwah Jl. Melrpati Sakti Nol 11 C 

7 PA Putra Muhammadiyah Jl. Tuanku Tambusai/Ke lsuma 

Nol 14 

8 Panti Asuhan Ar Rahma Annnisa Jl. Dakolta 28000 Pelkanbaru 

9 Panti Asuhan Al-Istikal Jl. Harapan Murni Tangke lrang 

Timur 

10 Panti Asuhan Al Fajar Jl. Yols Sudarsol KM.18,5  

11 Panti Asuhan Al Fath 

 

Jl. Indrapuri Ujung RT 003/005 

12 Panti Asuhan Ilham Jl. Unggas RT 02/01 Simpang 

Tiga 

Sumbe lr: Dinas Solsial Prolvinsi Riau 

 Le lmbaga Ke lse ljahte lraan Solsial Anak melrupakan lelmbaga yang dibe lntuk 

ollelh Pe lme lrintah, Pelme lrintah Daelrah atau masyarakar dalam melnye lle lnggarakan 

pe lngasuhan anak. Le lmbaga Ke lse ljatelraan Solsial Anak yaitu suatu lelmbaga yang 

melmpunyai tanggung jawab untuk me lmbe lrikan pellayanan ke lse ljahtelraan solsial 

pada anak delngan me llaksanakan pelnyantunan dan pelnge lntasan anak, melmbelrikan 

pe llayanan pe lngganti olrang tua/wali anak dalam melmelnuhi ke lbuuthan fisik, 

melntal dan solsial kelpada anak asuh se lhigga me lmpelrolle lh kelse lmpatan yang luas, 

telpat dan melmadai bagi pelnge lmbangan ke lpribadiannya se lsuai de lngan yang 
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diharapkan selbagai bagian ge lnelrasi pelne lrus cita-cita bangsa dan selbagai insan 

yang akan turut selrta aktif dalam bidang pe lmbangunan nasiolnal. 

 Dalam penelitian  (Muwarni Binti Yahya, 2019) menjelaskan Pemerintah 

Kota Pekanbaru harus meningkatkan kegiatan inovatif dan memenuhi indikator 

kota layak anak yaitu pada kluster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga, 

pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. 

Sosialisasi kebijakan kota layak anak juga harus di tingkatkan agar masayarakat 

paham dan tahu akan pentingnya memenuhi hak anak.  

 Penelitian (Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah, 2021) menjelaskan 

implementasi program kota layak anak di kota Pekanbaru yang menggunakan 

teori Edward III masih terdaoat beberapa indikator yang kurang terimplementasi 

dengan baik. Pada indikator komunikasi berada pada kategori belum 

terimpementasi dikarenakan program yang belum dikenal luas dikalangan 

masyarakat, kurangnya sosialiasi sehingga partisipasi masyarakat masih kurang. 

 Sedangkan dalam penelitian (Puput Harianti, Barlian, Eka Suaib, 2020) 

menjelasakan implementasi program kota layak anak perlu melibatkan seluruh 

komponen aktor yang terlibat dalam program baik dari pihak pemerintah, swasta, 

serta seluurh lapisan masyarakat.  

 Kolmitme ln pelmelrintah Kolta Pe lkanbaru dalam kurun waktu satu tahun 

melndapatkan pelnghargaan dari kritelria madya hinggga me lncapai kritelria nindya 

pada tahun 2020. Pelnghargaan ini diumumkan selcara virtual olle lh Ke lme lntelrian 
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Pe lmbelrdayaan Pe lre lmpuan dan Pelrlindungan Anak (Ke lme ln PPPA) pada Kamis 

(29/7/2021).  Kate lgolri madya (Tingkat Menengah) yaitu dibelrikan dalam hal 

kabupateln/kolta melmpelrolle lh skolr atau nilai 601-700. Untuk mencapai kategori 

Madya, sebuah kota atau kabupaten harus menunjukkan peningkatan signifikan 

dalam berbagai aspek yang mendukung hak-hak anak, seperti pendidikan, 

kesehatan dan perlindungan terhdapa anak.  

Tabel 1. 4  

Data Kasus Pernikahan Anak Kota Pekanbaru 

Tahun Jumlah 

2021 39 Olrang 

2022 90 Olrang 

                Sumbe lr: Ke lme lntelrian Agama Kolta Pelkanbaru, 2022 

 Be lrdasarkan tabell 1.4 tingkat kasus pe lrnikahan anak dalam dua tahun 

telrakhir melngalami kelnaikan di Kolta Pelkanbaru. Hal ini melnunjukkan selsuatu 

yang baru dalam dunia anak, yang se lharusnya pe lran olrang tua mampu 

melmbe lrikana pelrlindungan yang cukup se lbagai garda te lrdelpan, lingkungan 

se lbagai kawasan telmpat anak belrke lmbang, se lrta pe lmelrintah selbagai pellindung 

untuk tumbuh kelmbang anak. Masih banyak ditemukan permasalahan pada anak, 

diantaranya kekerasan seksual, hak anak, kekerasan fisik, kekerasan psikis, hak 

asuh anak, dan anak berhadapan dengan hukum. Berikut data kasus kekerasan 

terhadap anak di Kota Pekanbaru tahun 2023. 
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Tabel 1.5 

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2023 

No Jenis Kasus Jumlah 

1 Ke lke lrasan Se lksual 28 

2 Hak Anak 26 

3 Ke lke lrasan Fisik 11 

4 Ke lke lrasan Psikis 8 

5 Hak Asuh Anak 6 

6 Anak Be lrhadapan Delngan Hukum (ABH) 1 

Jumlah 80 

 Sumbe lr: Data Ollahan, 2023 

 Be lrdasarkan data kasus kelke lrasan telrhadap anak di kolta pelkanbaru pada 

tabell 1.5 di se ltiap tahunnya yang te lrjadi di 12 ke lcamatan melngalami pelningkatan.  

Khususnya pada kasus ke lke lrasan se lksual de lngan jumlah 28 olrang. Salah satu 

pe lnye lbab telrjadinya kasus ke lkrasan se lksual yang terljadi pada anak faktolr 

ke lluarga dan faktolr lingkungan.  

 Anak me lmpe lrollelh hak lingkungan ke lluarga dan pe lngasuhan altelrnatif itu 

sangat pe lnting melngingat ke lluarga adalah garda telrdelpan bagi anak telrutama 

dalam tumbuh kelmbang anak de lngan pribadi yang ke lke lluargaan. Namun pada 

re lalitanya te lrdapat kolmpolneln ke lluarga yang kurang maksimal dalam 

melndampingi anak melnjadikan tanda tanya bagaimana pelmelnuhan hak anak 

dalam lingkungan ke lluarga yang se lsuai de lngan Pe lrda Kabupate ln Layak Anak. 

Dalam klastelr lingkungan ke lluarga dan pe lngasuhan altelrnatif pelme lrintah 

be lrkelwajiban untuk melmastikan kapasitas dan kelmampuan yang dimilki olrang tua 

dalam melmbimbing anak.  

 Namun di sisi lain, kelse lnjangan dalam pe lnelrapan Kolta Layak Anak di 

Kolta Pe lkanbaru pada klastelr lingkungan ke lluarga dan pelngasuhan altelrnatif, yaitu 

pe lrmasalahan telrkait pelrnikahan anak dibawah umur. Pada klastelr ini, salah satu 
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tugas pe lmelrintah adalah melmastikan kapasitas dan kelmampuan  olrang tua dalam 

melmbimbing anaknya. Klaste lr ini melnjadi indikatolr pe lnting karelna melmuat 

pe lnguatan pelran olrang tua telrhadap pelnce lgahan pelrnikahan di bawah umur selrta 

pe lndidikan polla asuh anak yang baik.   

 Be lrdasarkan pelrmasalahan yang te llah dipaparkan diatas maka pelnulis 

telrtarik untuk mellakukan pelne llitian delngan judul “Implementasi Program Kota 

Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

di Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Be lrdasarkan latar bellakang te lrselbut, maka rumusan masalah dalam 

pe lnellitian ini yaitu: 

1. Bagaimana implelmelntasi prolgram Kolta Layak Anak (KLA) pada 

klastelr lingkungan ke lluarga dan pe lngasuhan altelrnatif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Be lrdasarkan rumusan masalah diatas, msks tujusn pe lne llitian yang ingin 

dicapai yaitu: 

1. Untuk melnge ltahui bagaimana implelme lntasi prolgram Kolta Layak 

Anak (KLA) pada klastelr lingkungan ke lluarga dan pelngasuhan 

altelrnatif di Kolta Pe lkanbaru? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Pe lne llitian ini diharapkan dapat belrmanfaat bagi be lrbagai pihak antara 

lain : 
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1. Bagi Pe lnulis 

Pe lne llitian ini selbagai syarat akhir untuk melndapatkan ge llar sarjana 

S1 Ilmu Administrasi Nelgara, Fakultas E lkolnolmi dan Ilmu Solsial, 

Unive lrsitas Islam Ne lge lri Sultan Syarif Kasim Riau dan hasil 

pe lnellitian ini juga dapat melnambah ilmu pelnge ltahuan dan 

wawasasan bagi pe lnulis. 

2. Bagi Instansi 

Hasil pe lnellitian ini dapat melnjadi sumbang pikiran telntang 

implelmelntasi prolgram Kolta Layak Anak pada klastelr lingkungan 

ke lluarga dan pelngasuhan altelrnatif 

3. Bagi Akade lmik 

Hasil pe lne llitian ini diharapkan dapat melmbelri tambahan 

pe lnge ltahuan bagi kelmajuan akadelmik dan melnambah bahan 

bacaan selrta relfe lre lnsi dari suatu karya ilmiah 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk melmpelrmudah melmahami pelnulisan pelne llitian ini, maka pelnulis 

melmbe lrikan mellalui sistelmatika pelnulisan de lngan cara melmbagi me lnjadi 

be lbelrapa bab yang saling be lrhubungan satu delngan yang lainnya se lbagai 

be lrikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini belrisi latar bellakang masalah pelne llitian, rumusan 

masalah pelne llitian, tujuan pelnellitian, manfaat pelne llitian, 

dan sistelmatika pelnulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini belrisi telntang telolri-te lolri yang digunakan dalam 

pe lrmasalahan yang akan dibahas ollelh pe lne lliti 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini be lrisikan lolkasi dan waktu pelne llitian, jelnis data, 

sumbe lr data dan analisis data. 

 BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, 

aktivitas objek penelitian, dan struktur objek penelitian. 

 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan terhadap hasil penelitian. 

 BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran-saran yang dibutuhkan. 
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BAB II  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan Publik 

 Ke lbijakan publik atau “Public Pollicy” adalah kelke luatan nelgara untuk 

melme lnuhi tugas yang be lrkaitan delngan masyarakat. Pada dasaranya ke lbijakan 

pe lmelrintah dalam melnata kelhidupan masyarakat dari belrbagai sudut pandang 

adalah kelbijakan yang be lrolrielntasi pada kelbaikan belrsama (colmmunity). 

Ke lbijakan melrupakan suatu prinsip tindakan dalam pelngambilan kelputusan. 

Se ltiap pelrumusan kelbijakan diawali delngan pe lrumusan masalah yang 

telrinde lntifikasi, lalu tujuan pellaksanaan ke lbijakan telrse lbut adalah untuk melngatas 

se lgala pe lrmasalahan masyarakat. (Salampe lssy e lt al. 2023:2) 

 Me lnurut Anggara (2014) dalam Delwi (2019:2) ke lbijakan publik diartikan 

se lbagai suatu rangkaian kelputusan yang saling me lmiliki hubungan yang 

ditelrbitkan ollelh badan dan peljabat-pe ljabat pelme lrintah. Suatu kelbijakan melmiliki 

kaitan delngan pro lse ls pe lngambilan kelputusan yang be lrtujuan untuk mellanjutkan 

suatu tindakan yang akan dilakukan. Ke lbijakan publik melrupakan suatu 

ke lputusan yang dibuat ollelh pe lme lgang oltolritas publik yang ke lbe lradaannya 

melngikat olrang banyak. Ke lbijakan publik harusdibuat ollelh pe lmelgang mandat 

yang te llah dibelrikan ollelh publikatau olrang banyak kare lna melmiliki pelrwakilan 

atas banyak olrang. 
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 Se ldangkan melnurut Ande lrsoln (1994:5) dalam widoldol (2013:16) 

melmbe lrikan delfinisi yang le lbih se lmpit ia melnyatakan kelbijakan publik selbagai 

“a purpolse ls colurse l olf actioln olr inactioln unde lrtakeln by an actolr o lr se lt olf actolrs 

in delaling with a prolblelm olr mattelr olf colncelrn”. Ke lbijakan publik adalah 

pe lngambilan tindakan yang me lmiliki maksud olle lh aktolr atau selke llolmpolk aktolr 

dalam melngatasi pe lrmasalahan atau se lsuatu yang me lnjadi kelpeldulian. 

Maksudnya, ke lbijakan publik bukanlah hal randolm teltapi melmiliki tujuan dan 

maksud; kelbijakan publik dilakukan ollelh oltolritas publik; kelbijakan publik telrdiri 

dari selbuah polla tindakan yang be lrada dalam kelrangka waktu telrte lntu; kelbijakan 

publik melrupakan hasil dari selbuah tuntutan, ia melrupakan selrangkaian tindakan 

pe lmelrintahan yang te lrarah selbagai tanggapan dari telkanan telntang se lbuah 

pe lrsolalan. 

 Dari belbe lrapa pelndapat para ahli melnge lnai kelbijakan publik maka dapat 

disimpulkan bahwa kelbijakan publik adalah suatu aktivitas yang dijalankan ollelh 

pe lmelrintah guna melwujdukan tujuan di dalam masyarakat.  

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

 Imple lmelntasi kelbijakan adalah cara pelmbuatan kelbijakan atau prolgram 

yang dapat dise lsuaikan delngan kualitas sumbelr daya yang te lrse ldia. Implelme lntasi 

ke lbijakan melrupakan suatu aktivitas dalam mellaksanakan suatu kelbijakan yang 

tellah diteltapkan. Implelme lntasi kelbijakan melmiliki pelran pelnting dalam 

be lrfungsinya prolse ls pe lmelrintahan dan  kelse ljahtelraan masyarakat. 
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 Imple lmelntasi kelbijakan melrupakan tahap yang krusial dalam prolse ls 

ke lbijakan publik. Suatu prolgram ke lbijakan harus diimplelme lntasikan agar 

melmpunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Imple lmelntasi kelbijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar se lbuah ke lbijakan dapat melncapai tujuannya. Tidak 

lelbih dan tidak kurang. Untuk melngimple lmelntasikan kelbijakan publik, ada dua 

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung me lngimple lmelntasikan dalam belntuk 

prolgram atau mellalui folrmulasi ke lbijakan de lrivate l atau turunan dari kelbijakan. 

Imple lmelntasi kelbijakan banyak melmelrlukan telnaga kelrja, uang, dan kelmampuan 

olrganisasiolnal dari apa yang te llah ada. Be lrdasarkan keladaan ini, implelmantasi 

ke lbijakan adalah selbuah prolse ls dalam melndapatkan sumbelrdaya tambahan 

se lhingga dapat melngukur apa-apa yang te llah dikelrjakan. (Dr. H. Tachjan, 2006) 

 Imple lmelntasi kelbijakan adalah kelgiatan mellaksanakan atau melne lgakkan 

ke lbijakan yang te llah diteltapkan. Imple lmelntasi ke lbijakan melmelgang pe lranan 

pe lnting dalam telrse lle lnggaranya prolse ls pe lme lrintahan dan kelpe lntingan 

masyarakat. Melnurut Grindle l dalam Delwi (2019:120) imple lmelntasi melrupakan 

prolse ls tindakan administrative l yang dapat ditelliti pada tingkat pro lgram telrtelntu. 

Dan prolse ls implelmelntasi dapat dimulai apabila tujuan dan targe lt dalam suatu 

prolgram tellah ditelntukan, prolgram ke lgiatan tellah telrsusun dan dana tellah siap dan 

disalurkan untuk melncapai sasaran. 

 Pada dasarnya implelme lntasi kelbijakan adalah bagaimana kelbijakan 

melncapai tujuannya. Untuk mellaksanakan umumnya te lrse ldia dua langkah yaitu 

langsung dilaksanakan dalam belntuk prolgram atau mellalui pelrumusan kelbijakan 

turunan. Imple lmelntasi kelbijakan adalah se lbuah prolse ls dalam me lndapatkan 



16 
 

 
 

sumbe lrdaya tambahan se lhingga dapat me lngukur apa-apa yang te llah dikelrjakan. 

Imple lmelntasi kelbijakan belrsifat intelraktif delngan ke lgiatan-ke lgiatan kelbijakan 

yang me lndahuluinya. Imple lmelntasi mungkin dapat dipandang se lbuah prolse ls 

intelraksi antara suatu pelrangkat tujuan dan tindakan yang mampu 

melraihnya,de lngan de lmikian implelme lntasi melnjadi suatu jaringan yang tak 

telrlihat, teltapi melmiliki kelmampuan untuk melmbelntuk hubungan-hubungan le lbih 

lanjut dalam rangkaian selbab akibat yang me lnghubungkan tindakan delngan 

tujuan.  

 Me lnurut Subiantol, 2020 dalam Delwi (2019:122–123) me lnye lbutkan 

telrdapat belbelrapa unsur dalam dalam prolse ls implelmelntasi yakni:  

a. Prolse ls implelmelntasi kelbijakan melrupakan se lrangkaian tindak lanjut dari 

prolgram yang te llah diteltapkan yang me lliputi pelngambilan ke lputusan, 

tahapan-tahapan stratelgis maupun olpelrasiolnal yang dilaksanakan agar 

telrwujud suatu prolgram ke lbijakan agar dapat telrlaksana dan se lsuai delngan 

sasaran kelbijakan selpelrti yang te llah ditelntukan.  

b.  Prolse ls imple lmelntasi dapat belrhasil, kurang be lrhasil atau bisa saja gagal. 

Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau olutcolmel, kare lna 

didalam prolse ls te lrse lbut mellibatkan be lrbagai pihak yang te lntu saja 

be lrpelngaruh dan be lrsifat melndukung ataupun melnghambat pelncapaian 

targe lt sasaran kelbijakan. 

c. Didalam prolse ls pe llaksanaan kelbijakan, se lkurang-kurangnya telrdapat 3 

unsur pe lnting dan mutlak, yakni:  

1) Adanya ke lbijakan atau prolgram yang akan dilaksanakan.  
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2) Targe lt Grolups atau ke llolmpolk sasaran.  Ke llolmpolk sasaran ini 

diartikan selbagai targe lt suatu kelbijakan yang te llah diteltapkan. 

3) Unsur pe llaksana (Implelmelntolr)  

d. Imple lmelntasi prolgram tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang 

hampa/stelril. Selhingga faktolr lingkungan (fisik, solsial, budaya dan pollitik) 

dapat melmbe lrikan dan prolgram-prolgram pe lmbangunan). 

2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan 

 Molde ll kelbijakan adalah telolri kelbijakan dan karelna itu dapat digunakan 

untuk melnye lle lsaikannya masalah kelbijakan. Pada dasarnya ke lbijakan dirancang 

untuk melmuat tujuan untuk melnciptakan situasi yang diinginkan dan prolse ls 

implelmelntasinya die lsuaikan delngan ke lmampuan. Artinya, se lte llah suatu kelbijakan 

dibuat maka tugas sellanjutnya adalah melne lrapkan atau melnelrapkan kelbijakan 

telrse lbut. Be lrikut belbe lrapa molde ll implelme lntasi kelbijakan yang dike lmukakan para 

pakar, antara lain: 

1. Molde ll Imple lmelntasi Van Meltelr dan Carl Van Holrn  

   Mo lde ll yang dike lmbangan ollelh Van Me ltelr dan Carl Van Holrn 

(1975) diselbut se lbagai moldell A Molde ll olf thel Pollicy Imple lmelntatioln 

Prolce lss. Molde ll ini melne lgaskan bahwa: “Imple lmelntasi kelbijakan belrjalan 

se lcara linielr dari kelbijakan publik, imple lmelntolr, dan kinelrja kelbijakan 

publik”. Belbe lrapa variabell yang me lmpelngaruhi prolse ls ke lbijakan publik 

adalah:  

a) Aktivitas implelmelntasi dan kolmunikasi antar olrganisasi 

b) Karakte lristik dan age ln pe llaksana/implelmelntolr 
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c) Ko lndisi e lkolnolmi, solsial dan pollitik 

d) Ke lce lnde lrungan (dispolsitioln) dari pellaksana/ impielmelntolr. 

2. Molde ll Imple lmelntasi Grindle l  

   Mo lde ll ini melnelgaskan bahwa: “Ke lbe lrhasilan dalam prolse ls 

implelmelntasi kelbijakan sampai kelpada telrcapainya hasil, telrgantung 

ke lpada kelgiatan prolgram yang te llah dirancang dan pelmbiayaan yang 

cukup, se llain dipelngaruhi isi kelbijakan dan kolntelks implelme lntasi.  

   Isi ke lbijakan yang dimaksud antara lain: 

a) Ke lpe lntingan yang te lrpe lngaruhi olle lh kelbijakan 

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung 

pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. 

Dalam hal ini, apakah kebijakan mewakili kepentingan pihak 

tertentu saja atau mewakili kepentingan masyarakat luas. 

b) Jelnis manfaat yang akan dihasilkan  

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari manfaat yang 

banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan 

mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya.  

c) De lrajat pelrubahan yang diinginkan  

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka 

semakin sulit dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, perubahan 

sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. 
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d) Letak pengambilan keputusan 

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung 

pada pengambilan keputusan. Semakin jauh letak pengambilan 

keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi 

kebijakan tidak berhasil atau sebaliknya. Maksudnya semakin jauh 

letak pengambilan keputusan dari masyarakat yang akan 

merasakan dampak kebijakan tersebut, maka semakin tidak 

berhasil program tersebut. Sebaliknya, semakin dekat letak 

pengambilan keputusan dengan masyarakat, maka program 

tersebut cenderung lebih berhasil. 

e) Pe llaksana prolgram 

Penentu kebijakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari para 

pelaksana programnya. Implementor yang memilki keahlian dan 

kemampuan akan menjadi penentu kebijakan tersebut berhasil. 

f) Sumbe lr daya yang dilibatkan 

Ketersediaan sumber daya akan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu kebijakan.  

Se lmelntara kolnte lks implelmelntasinya adalah:  

a) Ke lkuasaan, ke lpelntingan dan stratelgi aktolr yang te lrlibat  

Keberhasilan suatu kebijakan jika aktor yang terlibat dalam 

pelaksanaannya mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan. 

b) Karate lristik lelmbaga dan pelnguasa  
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Keberhasilan kebijakan akan ditentukan juga dengan dukungan 

insitusi dan pihak yang berkuasa.  

c) Ke lpatuhan dan daya tanggap pe llaksana 

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk 

program. Hal ini sama dengan para pelaksana bertanggung jawab 

dan patuh terhadap pelaksanaan kebijakan. 

 Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang 

menyeluruh akan isi kebijakan khsuusnya yang berkaitan dengan implementor, 

penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para 

aktor implementasi serta kondisi sumber daya yang dilibatkan.  

3. Molde ll Imple lmelntasi Warwick 

   Mo lde ll ini melne lgaskan bahwa: “Dalam Imple lme lntasi kelbijakan 

telrdapat faktolr-faktolr yang pe lrlu dipe lrhatikan, yaitu:  

a) Ke lmampuan Olrganisasi 

b) Infolrmasi 

c) Dukungan 

d) Pe lmbagian poltelnsi 

Dari elmpat faktolr te lrse lbut dapat diuraikan yaitu: 

a) Ke lmampuan olrganisasi : Pada tahap ini, implelmelntasi ke lbijakan dapat 

diartikan selbagai kelmampuan mellaksanakan tugas-tugas yang se lharusnya, 

se lpe lrti yang te llah dibelbankan atau dite ltapkan pada suatu olrganisasi. 

Ke lmampuan olrganisasi te lrdiri dari tiga unsur polkolk yaitu: (i) ke lmampuan 
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telknis, (ii) ke lmampuan dalam melnjalin hubungan de lngan olrganisasi lain 

yang be lrolpelrasi dalam bidang yang sama dalam arti pelrlu kololrdinasi antar 

instansi yang te lrkait, dan (iii) kelmampuan dalam melrumuskan SolP 

b) Infolrmasi : Ke lte lrbukaan Infolrmasi sangat pelnting dalam prolse ls 

pe lngimpe lmelntasian suatu kelbijakan. Kurangnya infolrmasi dari para aktolr 

telrhadap olbjelk ke lbijakan atau struktur ko lmunikasi yang kurang antara 

olrganisasi pe llaksana delngan olbje lk ke lbijakan.  

c) Dukungan : Kurangnya ke lse ldiaan olbje lk kelbijakan kelgiatan/ke lwajiban 

telrte lntu dan kelpatuhan melre lka makin se ldikit bilamana isi kelbijakan 

be lrtelntangan delngan pe lndapat atau kelputusan melre lka.  

d) Pe lmbagian polte lnsi : pe lmbagian we lwe lnang dan tanggungjawab kurang 

dise lsuaikan delngan pe lmbagian tugas se lpe lrti pelmbatasan-pe lmbatasan yang 

kurang je llas se lrta adanya de lse lntralisasi pellaksana. 

2.4 Program Kota Layak Anak 

 Kolta Layak Anak (KLA) adalah kabupate ln/kolta yang me lmpunyai siste lm 

pe lmbangunan belrbasis hak anak mellalui pe lnginte lgrasian kolmitmeln dan sumbe lr 

daya pe lmelrintah, masyarakat dan dunia usaha, yang te lrelncana selcara melnye lluruh 

dan belrke llanjutan dalam kelbijakan, prolgram dan ke lgiatan untuk melnjamain 

telrpe lnuhinya hak dan pelrlindungan anak. Me lnurut Lynch dalam Bangunan, 

Se lbagai, and Budaya (2022:61) bahwa lingkungan kolta yang te lrbaik untuk anak 

adalah yang me lmpunyai kolmunitas yang kuat se lcara fisik dan solsial; kolmunitas 

yang me lmpunyai aturan yang je llas dan telgas, yang me lmbelri kelse lmpatan pada 
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anak dan fasilitas pelndidikan yang me lmbe lri kelse lmpatan anak untuk melmpellajari 

dan melnye llidiki lingkungan dan dunia melre lka. 

 Se lcara umum prolgram ko lta layak anak be lrtujuan untuk melmelnuhi hak 

dan mellindungi anak. Se ldangkan se lcara khusus, kolta layak anak be lrtujuan untuk 

melmbangun inisiatif pelme lrintah kabupateln/kolta yang me lngarah pada upaya 

transfolrmasi kolnve lnsi hak anak, melnciptakan stratelgi dan intelrve lnsi 

pe lmbangunan dalam belntuk ke lbijakan dan prolgram se lrta ke lgiatan pelmbangunan 

yang ditujukan untuk pelmelnuhan hak dan pelrlindungan te lrhadap anak pada suatu 

wilayah kabupateln/kolta. 

 Prolgram KLA me lnyasar ke lpada seltiap kabupateln dan kolta yang ada di 

Indolne lsia untuk belrsama-sama melme lnuhi klastelr agar daelrah melndapat preldikat 

layak anak. Se llayaknya prolgram nasiolnal, selcara oltolmatis pelme lrintah daelrah 

teltap melmiliki andil untuk melrelalisasikan apa yang me lnjadi kelinginan pe lmelrintah 

pusat. Selsuai delngan Undang-Undang Nolmolr 35 Tahun 2014 pelrubahan atas 

Undang-Undang Nolmolr 23 Tahun 2002 te lntang pelrlindungan anak, bahwa nelgara 

Ke lsatuan Re lpublik Indolnelsia melnjamin kelse ljahtelraan tiap warga nelgaranya, 

telrmasuk pelrlindungan telrhadap hak anak yang me lrupakan hak asasi manusia. 

Se lbagaimana juga bahwa seltiap anak belrhak atas kellangsungan hidupp, tumbuh 

dan belrke lmbang se lrta belrhak atas pelrlindungan dari kelkelrasan diskriminasi. 

(Ke lme lnse lsne lg 2014) 

 Dalam melwujudkan Kolta Layak Anak dalam sistelm pelmbangunan suatu 

wilayah administrasi yang me lnginte lgrasikan kolmitmeln dan sumbe lrdaya 
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pe lmelrintah, masyarakat dan dunia usahayang te lre lncana se lcara melnye lluruh dan 

be lrkellanjutan dalam kelbijakan, prolgram dan ke lgiatan pelmelnuhan hak anak dalam 

se lmua bidang pe lmbangunan dibuat standart 31 indikatolr KLA se lsuai pe lraturan 

Me lntelri Ne lgara Pe lmbelrdayaan Pe lre lmpuan dan Pelrlindungan Anak Nolmolr 12 

Tahun 2011 yang dibagi 5 klastelr diantaranya a klastelr hak sipil dan kelbe lbasan, 

klastelr hak lingkungan ke lluarga dan pe lngasuhan altelrnatif, klastelr hak Ke lse lhatan 

dasar dan kelse ljahtelraan, klastelr hak pe lndidikan; pelmanfaatan waktu luang dan 

ke lgiatan budaya, se lrta klastelr hak pelrlindungan khusus.  

 Adanya ke lbijakan KLA ini diharapkan anak selbagai warga kolta dapat 

melmpunyai ke lputusan yang dapat melmpelngaruhi koltanya; dapat 

melnge lkspre lsikan pe lndapatnya me lnge lnai kolta yang me lre lka inginkan; dapat 

be lrpelran se lrta dalam kelhidupan kelluarga, kolmuniti dan solsial; dapat melngakse ls 

pe llayanan dasar selpe lrti kelse lhatan dan pe lndidikan; dapat melngakse ls air minum 

se lgar dan tinggal di lingkungan de lngan sanitasi yang baik; te lrlindungi dari 

e lksplolitasi, kelke lrasan dan pelnellantaran; melrasa aman belrjalan di jalan; dapat 

be lrtelmu dan belrmain delngan te lmannya; hidup di lingkungan yang be lbas pollusi; 

be lrpelran se lrta dalam kelgiatan budaya dan solsial; dan selcara selimbang dapat 

melngakse ls se ltiap pe llayanan tanpa melmpelrhatikan suku bangsa, agama, kelkayaan, 

ge lnde lr, dan kolndisi fisik (Mustiqolwati Ummul Fithriyyah 2017) 

2.5 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

 Me lnurut Hasbullah (2012) dalam Taolfik & Wangid (2022:137) yang  

melnyatakan  bahwa  lingkungan  kelluarga  melrupakan  lingkungan  pelndidikan  

yang pe lrtama    kare lna  dalam  ke lluarga  inilah  anak  pe lrtama-tama  melndapatkan  
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didikan  dan  bimbingan.  Se lbagai  satu ke lsatuan hubungan  antar  individu  maka  

ke lluarga  harus  mellaksanakan  suatu  pe lkelrjaan  atau  tugas  dalam kelluarga. 

Se ltiap olrang me lmiliki pelran yang be lrbe lda dalam upaya melnciptakan kelluarga 

yang diinginkan. Pe lmbinaan kelluarga diawali delngan adanya ke lse lpakatan yang 

sangat kuat (misaqan galizan) atau biasa dise lbut akad nikah antara selolrang laki-

laki delngan se lolrang pe lre lmpuan noln mahram. Ke ltika selolrang anak lahir ditelngah 

ke lduanya, maka me lmiliki pelran se lbagai ayah dan ibu. Maka dari itu rumah dan 

lingkungannya me lmpunyai pe lngaruh yang be lsar te lrhadap masa delpan anak, dan 

ke lluarga juga me lnelntukan pelrke lmbangan solsial, psikollolgis, fisik dan agama anak. 

Me lmastikan bahwa anak-anak dirawat delngan baik dan melmadai ollelh olrang tua 

melre lka adalah bagian telrpe lnting dalam melnciptakan lingkungan rumah yang 

dapat melmbe lrikan kolntribusi telrbaik bagi tumbuh kelmbang anak.  

 Olrang tua se lbagai pe lran utama yang be lrtanggung jawab atas pelngasuhan 

dan pe lrkelmbangan anak-anak melre lka. Pe lngasuhan adalah prolse ls me lmbe lsarkan 

anak, melmbelntuk karaktelr melre lka melngajari melre lka, melngajari melre lka 

pe lnge lndalian diri, dan melmbe lntuk pelrilaku melre lka. Sellain kasih sayang, 

parelnting juga me lncakup pelrawatan kelse lhatan, pelme lnuhan gizi, dan melndukung 

anak agar tumbuh dan belrke lmbang se lcara olptimal. Apabila dalam pelngasuhan 

tidak telrpelnuhi akan me lnye lbabkan pe lnyimpangan pe lrilaku anak selpe lrti pelrgaulan 

be lbas yang be lrdampak kelhamilan pada anak yang akhirnya be lrujung pada 

pe lmaksaan anak untuk melnikah pada usia dini. Ollelh karelna itu, pelrlu adanya 

pe lnguatan kapasitas olrang tua untuk melme lnuhi tanggung jawabnya dalam 

pe lngasuhan dan pe lrke lmbangan anaknya me llalui pelnye ldiaan fasilitas, infolrmasi 
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dan pellatihan yang me lmbelrikan bimbingan dan naselhat untuk melwujudkan hak-

hak anak. 

 Me lnurut Kamus Be lsar Bahasa Indolne lsia pe lngasuhan adalah prolse ls, cara, 

pe lrbuatan pelngasuh. Pe lngasuhan me lrupakan tugas pe lmbimbing, melmimpin dan 

melnge llolla. Se ldangkan altelrnatif dalam kamus umum bahasa indolne lsia adalah 

pilihan yang me lrupakan kelharusan.  

 Pe lngasuhan altelrnatif melrupakan pelngasuhan be lrbasis ke lluarga 

pe lngganti atau belrbasis lelmbaga ke lse ljahtelraan solsial anak dilaksanakan olle lh 

pihak-pihak di luar kelluarga inti atau ke lrabat anak. Pelngasuhan altelrnatif bisa 

dilakukan mellalui sistelm olrang tua asuh (folste lring), wali (guardianship) atau 

pe lngangkatan anak dan pada pilihan telrakhir adalah pelngasuhan be lrbasis 

re lsidelntial (Le lmbaga Ke lse ljahte lraan Solsial Anak). Tujuan dari pelngasuhan 

altelrnatif, telrmasuk yang dilakukan mellalui Le lmbaga Ke lse ljahtelraan Solsial Anak 

harus dipriolritaskan untuk melnye ldiakan lingkungan yang dapat melme lnuhi 

ke lbutuhan kasih sayang anak. (KE lME lNSOlS RI 2010:13–14) 

 Pe lngasuhan altelrnatif melrupakan pelngasuhan yang dilakukan belrbasis 

ke lluarga pelngganti atau Le lmbaga Ke lse ljahtelraan Solsial Anak.Tujuan pelngasuhan 

altelrnatif selndiri yaitu untuk melmelnuhi kelbutuhan anak delngan me lnye ldiakan 

lingkungan yang me lmadai untuk anak (Solnia & Apsari 2020:128). Untuk 

ke llangsungan tumbuh kelmbang anak, pelrlu adanya pe lngasuhan altelrnatif. Kare lna 

se liring de lngan me lningkatnya tuntutan e lkolnolmi, tidak jarang suami-istri di tuntut 

be lkelrja di luar rumah. Ollelh karelna itu, maka nelgara me llalui instasi pelme lrintah 
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se ltelmpat yang be lrwe lnang atau mellalui olrganisasi masyarakat yang dibe lri izin, 

be lrtanggung jawab untuk me llindungi hak-hak anak dan me lnjamin altelrnatif yang 

se lsuai. Tanggung jawab ne lgara, me llalui instansi yang be lrwe lnang, adalah untuk 

melnjamin supelrvisi ke lse llamatan, kelse ljahtelraan diri, dan pelrke lmbangan se ltiap 

anak yang dite lmpatkan dalam pelngasuhan altelrnatif. 

Indikatolr dari klastelr Lingkungan Ke lluarga dan Pelngasuhan Alte lrnatif yaitu:  

1) Pe lrse lntasel usia pe lrkawinan pelrtama di bawah 18 (dellapan bellas) tahun. 

2) Telrse ldia lelmbaga kolnsultasi bagi olrang tua atau kelluarga telntang 

pe lngasuhan dan pe lrawatan anak. 

3) Telrse ldia lelmbaga kelse ljahtelraan solsial anak. 

2.5 Pandangan Islam 

 Anak adalah amanah yang perlu dirawat, dididik dan dibina dengan 

penuh kasih sayang, karena anak adalah hal yang paling berharga dalam hidup 

maka berikan dukungan, cinta dan citra. Seorang anak akan menjadi karunia 

apabila orang tua berhasil mendidiknyamenjadi anak yang berbakti. Namun jika 

orang tua gagal mendidiknya maka anak tersebut akan menjadi malapetaka bagi 

orang tuanya.  

 Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di 

kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal 

maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Anak menjadi orang yang baik, 

maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan 

dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan 
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ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan 

”saham” kebaikan di dalamnya. (Muhammad Zaki, 2014) 

Dalam Surah At-Tahrim Ayat 6 Allah berfirman: 

 
 
قوُْدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰ ا انَْفسَُكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ نَارًا وَّ ََّ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا قوُْٰٓ  ىَِٕككَ غ لِاَظ غ دِااَدغ 

َ مَآٰ امََريَ  يؤُْمَرُوْنَ يفَْعلَوُْنَ مَا وَ  عْصُوْنَ اللّٰه  

  

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 

adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan” 

Ayat diatas menyatakan, bahwa agar para orang tua menjaga anak dari api 

neraka. Ayat itu ditujukan kepada para ayah untuk menjaga istri dan anaknya dari 

siksa pedih. Ayat itu juga ditujukan kepada para istri untuk menjaga suami dan 

anaknya dari api neraka. Begitupun anak diperintahkan untuk menjaga kedua 

orang tuanya dari api neraka. 

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, 

dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: “Setiap anak yang dilahirkan di 

atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, 

aatau Nasrani.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Hasil pe lne llitian telrdahulu dalam pelnellitian ini digunakan selbagai dasar 

untuk melndapatkan gambaran dalam melnyusun ke lrangka pe lmikiran pelne llitian. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Mustiqolwati 

Ummul 

Fithriyyah 

(2017) 

transparansi 

jurnal ilmu 

administrasi 

ISSN 2085-

1162 

 

Studi 

Imple lmelntasi 

Ke lbijakan Kolta 

Layak Anak 

(KLA) di Kolta 

Pe lkanbaru 

Hasil pe lne llitian ini 

melnunjukan bahwa 

Imple lmelntasi 

Ke lbijakan KLA di 

Kolta Pe lkanbaru masih 

banyaknya kasus 

ke lkelrasan telrhadap 

anak, kurangnya 

fasilitas publik bagi 

anak dan keltelrlibatan 

partisipasi anak dalam 

ke lgiatan publk.  

Pe lne llitian 

yang pe lnulis 

lakukan yaitu 

mellihat 

bagaimana 

pe lnelrapan 

prolgram kolta 

layak anak 

pada klastelr 

lingkungan 

ke lluarga dan 

pe lngasuhan 

altelrnatif di 

kolta 

Pe lkanbaru 

2. Muwarni 

Binti Yahya 

JOlM FISIP 

Voll. 6:E ldisi 

IJanuari-Juli 

2019 

Imple lmelntasi 

Pe lraturan 

Walikolta 

Pe lkanbaru 

Nolmolr 33 

Tahun 2016 

Telntang 

Ke lbijakan Kolta 

Layak Anak  

Hasil pe lne llitian 

melnunjukan bahwa, 

implelmelntasi dan 

pe lnelrapan kelbijakan 

kolta layaak anak di 

Kolta Pe lkanbaru sudah 

telrimplelmelntasikan 

cukup baik. 

Pe lne llitian 

yang pe lnulis 

lakukan 

mellihat 

se ljauh mana 

pe lnelrapan 

prolgram 

KLA pada 

klastelr 

lingkungan 

ke lluarga dan 

pe lngasuhan 

altelrnatif di 

Kolta 

Pe lkanbaru 

3. E lma Fitri 

Lubis. E lvi 

Zubaidah 

Jurnal Ell-

Riyasah, 

Vollumel 12 

IMPLE lME lNTA

SI PROlGRAM 

KOlTA LAYAK 

ANAK (KLA) 

DI KOlTA 

PE lKANBARU 

Hasil Pe lne llitian 

melnunjukkan bahwa 

pe lnellitian 

melnggunakan      

indikatolr dari telolri 

E ldward III yaitu : 

Pe lne llitian 

yang 

dilakukan 

pe lnulis 

mellihat 

pe lmelnuhan 
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No Nama Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Nolmolr 2 

Tahun 2021 

be lrdasarkan Indikatolr 

Kolmunikasi be lrada 

pada katelgolri kurang 

telrimplelmelntasi, 

Sumbe lr daya masih 

be llum adanya 

anggaran yang 

melncukupi se lrta 

ke ltelrse ldiaan fasilitas 

pe lnunjang dalam 

implelmelntasi prolgram 

, Dispolsisi te lrlihat 

bahwa kolmitmeln dari 

implelmelntolr 

ke lbijakan sudah 

telrlaksana namun 

be llum maksimal, dan 

Struktur Birolkrasi 

pe lrlunya pe lnguatan 

ke llelmbagaan dalam 

implelmelntasi prolgram 

Kolta Layak Anak. 

indikatolr 

pada klastelr 

lingkungan 

ke lluarga dan 

pe lngasuhan 

altelrnatif 

4. 

 

Puput 

Harianti. 

Barlian. Elka 

Suaib. Jurnal 

Administrasi 

Pe lmbanguna

n dan 

Ke lbijakan 

Publik Voll. 

11 Nol. 1 

Tahun 2020 

ANALISIS 

IMPLE lME lNTA

SI KE lBIJAKAN 

KOlTA LAYAK 

ANAK DI 

KOlTA 

KE lNDARI 

Hasil pe lne llitian 

melnunjukan bahwa 

implelmelntasi 

ke lbijakan prolgram 

kolta layak sudah 

be lrjalan delngan baik 

namun bellum olptimal 

karelna dari lma 

indikatolr yang 

digunakan baru dua 

indikatolr yang 

be lrjalan delngan baik 

yang me lliputi: 1) hak 

sipil dan kelbelbasan 

dan 2)lingkungan 

ke lluarga dan 

Pe lne llitian 

yang pe lnulis 

lakukan 

mellihat 

se ljauh mana 

pe lnelrapan 

prolgram 

KLA pada 

klastelr 

lingkungan 

ke lluarga dan 

pe lngasuhan 

altelrnatif di 

Kolta 

Pe lkanbaru 
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No Nama Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

pe lngasuhan altelrnatif. 

Se lmelntara itu, tiga 

indikatolr lainnya 

sudah be lrjalan delngan 

baik namun bellum 

olptimal yang me lliputi: 

1) ke lse lhatan dasar dan 

ke lse ljahtelraan; 2) 

pe lndidikan, 

pe lmanfaatan waktu 

luang, dan ke lgiatan 

budaya; dan 3) 

pe lrlindungan khusus. 

5. 

 

Rika Halim 

Namma. 

E lmeli 

Dwinanarhati 

Se ltiamandi. 

Jurnal Ilmu 

Solsial dan 

Ilmu Pollitik. 

ISSN. 2442-

6962 Voll.6, 

Nol. 3 (2017) 

IMPLE lME lNTA

SI PROlGRAM 

KOlTA LAYAK 

ANAK 

DALAM 

PE lRSPE lKTIF 

KE lSE lJAHTE lR

AAN SOlSIAL 

Hasil pe lne llitian selsuai 

de lngan te lolri 

implelmelntasi 

ke lbijakan dapat 

disimpulkan bahwa 

Dinas So lsial Kolta 

Malang sudah 

mellaksanakan tugas 

dan fungsinya se lsuai 

de lngan indikatolr 

pe llaksanaan Kolta 

Layak Anak. Faktolr 

pe lndukungnya adalah 

telrse ldianya fasilitas 

yang layak untuk 

anak, pelmelnuhan hak 

anak, pelmbelrdayaan 

anak selrta 

pe lrlindungan anak dan 

tanggungjawab dalam 

mellaksanakan 

prolgram ke lbijakan 

Kolta Layak Anak. 

Faktolr 

pe lnghambatnya 

Pe lne llitian 

yang pe lnulis 

lakukan 

mellihat 

se ljauh mana 

pe lnelrapan 

prolgram 

KLA pada 

klastelr 

lingkungan 

ke lluarga dan 

pe lngasuhan 

altelrnatif di 

Kolta 

Pe lkanbaru 



31 
 

 
 

No Nama Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

melliputi sumbelrdaya 

aparatur yang kurang 

melndukung, 

kolmunikasi yang 

kurang be lrjalan 

de lngan baik, se lrta 

partisipasi telrhadap 

masyarakat yang 

masih  

telrgollolng re lndah. 

 

2.7 Definisi Konsep 

 Untuk melnghindari ke lsalah pahaman dalam pelnafsiran pelne lltian ini, 

maka pelnulis melnje llaskan belbe lrapa kolnse lp yang be lrhubungan de lngan pe lne llitian 

ini. 

1. Imple lmelntasi Ke lbijakan 

Imple lmelntasi kelbijakan adalah cara pelmbuatan kelbijakan atau prolgram 

yang dapat diselsuaikan delngan kualitas sumbe lr daya yang te lrse ldia. 

Imple lmelntasi kelbijakan melmiliki pelran pe lnting dalam belrfumgsinya 

prolse ls pe lmelrintahan dan kelse ljahtelraan masyarakat. 

2. Prolgram Kolta Layak Anak 

Kolta Layak Anak me lrupakan kabupateln/kolta yang siste lm 

pmelmbangunannya be lrbasiskan hak-hak anak delngan me lnginte lgrasikan 

kolmitmeln dan sumbelr daya pe lme lrintah, masyarakat selcara kolmprelhelnsif 

dan be lrkellanutan kel dalam kelbijakan, prolgram dan ke lgiatan. Prolgram 



32 
 

 
 

KLA be lrtujuan untuk melmastikan hak-hak anak dan fasilitas bagi anak 

dapat melnjadi pelrhatian pelmelrintah. 

3. Lingkungan Ke lluarga dan Pe lngasuhan Alte lrnatif 

Lingkungan ke lluarga me lrupakan lingkungan pe lndidikan yang paling 

utama bagi anak. Lingkungan ke lluarga melmilki pelranan yang sangat 

pe lnting dalam upaya me lnge lmbangkan pribadi anak. Seldangkan 

pe lngasuhan altelrnatif melrupakan pelngasuhan yang be lrbasis ke lluarga 

pe lngganti atau lelmbaga kelse ljahtelraan solsial anak yang dilaksanakan olle lh 

pihak-pihak di luar kelluarga inti. 

2.8 Konsep Operasional 

 Untuk melnje llaskan telolri yang digunakan dalam pelne llitian ini, antara lain: 

Tabel 2. 2 

 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub-indikator 

 
 
 

Imple lmelntasi 

Ke lbijakan 

(Grindle) 

Tahun 1980 
 

1. Isi Kebijakan - Kepentingan 

kelompok sasaran 

- Tipe manfaat 

- Derajat perubahan 

yang diinginkan 

- Letak pengambilan 

keputusan 

- Pelaksanaan 

program 

- Sumber daya yang 

dilibatkan 

 2. Lingkungan 

Implementasi 

- Kekuasaan, 

kepentingan, dan 

strategi aktor yang 

terlibat 

- Karakteristik 

lembaga dan 

penguasa 
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Variabel Indikator Sub-indikator 

- Kepatuhan dan 

daya tanggap 
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2.9 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diadopsi dari teori Grindle (1980) 

Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada 

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di 

Kota Pekanbaru  

Isi Kebijakan 

Kepentingan 

kelompok 

sasaran 

Terwujudnya Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan 

Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru 

Teori Implementasi Grindle (1980) 

Lingkungan 

Implementasi 

Tipe 

manfaat 

Derajat peru-

bahan yang 

diinginkan 

Letak 

pengambilan 

keputusan 

Pelaksanaan 

Program 

Sumber 

daya yang 

dilibatkan 

Kekuasaan, 

kepentingan dan 

strategi aktor 

yang terllibat 

Karakteristik 

lembaga dan 

penguasa 

Kepatuhan 

dan daya 

tanggap 
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BAB III  

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lo lkasi pe lne llitian ini akan dilakukan di Kolta Pe lkanbaru pada Dinas 

Pe lmbelrdayaan Pe lre lmpuan, Pe lrlindungan Anak dan Pe lmbe lrdayaan Masyarakat  

yang te lrleltak di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru. Jl. Abdul Rahman 

Hamid, Kel. Tuah Negeri, Tenayan Raya, Pekanbaru. Alasan pelne lliti melmilih 

lo lkasi pelnellitian telrse lbut dikarelnakan Dinas Pe lmbelrdayaan Pe lrelmpuan dan 

Pe lrlindungan Anak me lrupakan instansi yang be lrtugas dalam kualitas dan 

pe lmelnuhan hak-hak pe lrelmpuan dan anak di Ko lta Pe lkanbaru. Adapun waktu 

penelitian ini berlangsung pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 

2024. 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

 Jelnis pe lne llitian ini adalah pelne llitian kualitatif, delngan me lngumpulkan 

infolrmasi yang dipe lrollelh darii belrbagai macam telknik pelngumpulan data selpe lrti 

wawancara, olbse lrvasi, dan dolkume lntasi. Pe lne llitian kualitatif adalah salah satu 

prolse ldur yang me lnghasilkan data delskriptif belrupa ucapan atau tulisan dari olrang 

yang diamati. (Sugiyolnol 2020:5) pe lne llitian kualitatif melrupakan pe lnellitian yang 

dimaksudkan untuk melmahami felnolme lna telrte lntu. Fe lnolme lna ini dapat belrupa 

se lsuatu hal yang dialami ollelh subje lk pelne llitian selpe lrti pelrilaku, pelrse lpsi, 

moltivasi, tindakan dan selbagainya yang se lcara hollistik didelskripsikan dalam 
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be lntuk kata-kata yang me lnggambarkan kolndisi apa adanya. Jadi pe lne llitian 

kualitatif dimaksudkan untuk melmahami olbjelknya. 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu: 

a. Data Primelr 

Data primelr yaitu data yang dipe lrollelh langsung dari infolrman mellalui 

olbse lrvasi, wawancara, dan dolkumelntasi selsuai delngan ke lbutuhan 

pe lnellitian. Yang mana data primelr data yang dikumpulkan langsung olle lh 

pe lnulis dari olbse lrvasi, dolkume lntasi, wawancara. 

b. Data Selkunde lr 

Data selkunde lr yaitu data yang dipe lrolle lh untuk melle lngkapi data primelr  

yang be lrsifat se lbagai pe llelngkap dan pe lnguat. Pe lnulis melngumpulkan 

mellalui studi kelpustakaan, pelraturan pe lrundang-undangan, dolkume ln, 

olbse lrvasi dari lolkasi pelnellitian.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pelngumpulan data yang pe lnulis gunakan adalah selbagai belrikut: 

a. Olbse lrvasi 

Olbse lrvasi me lrupakan meltolde l pelngumupulan data yang dilakukan ollelh 

pe lnelliti selndiri (bukan olle lh asisteln atau ollelh olrang lain) delngan cara 

mellakukan pelngamatan melndeltail telrhadap manusia se lbagai olbjelk 

olbse lrvasi dan lingkungannya. Te lknik pelngmpulan data mellalui olbse lrvasi 

digunakan untuk pelne llitian belrtujuan untuk melmpellajari bagaimana 

pe lrilaku manusia dan prolse ls ke lrja. Ke lgiatan olbse lrvasi pada hake lkatnya 
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adalah melrupakan aktivitas pe lngamatan de lngan me lnggunakan pancaindra 

untuk melndapatkan infolrmasi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kelgiatan yang dilakukan guna me lndapatkan 

infolrmasi selcara langsung de lngan me lngajukan pe lrtanyaan-pe lrtanyaan 

ke lpada infolrman. Wawancara dilakukan untuk melnge ltahui hal pelnting 

dari infolrman yang me lnge ltahui. Alasan pe lnulis melnggunakan me ltoldel 

pe lngumpulan data mellalui wawancara agar pelnulis dapat melnge ltahui hal-

hal pelnting de lngan be lrkolmunikasi langsung de lngan infolrman. Wawancara 

yang pe lnulis lakukan yaitu tanya jawab de lngan pihak yang me lnge ltahui 

pe lrmasalahan pelne llitian yaitu ke lpala dinas pelmbe lrdayaan pe lre lmpuan, 

pe lrlindungan anak, dan pelmbe lrdayaan masyarakat kolta pelkanbaru, kasi 

pe lngarusutamaan ge lndelr dan pe lmbelrdayaan pelre lmpuan bidang kualitas 

ke lluarga, kasi pelmelnuhan hak anak bidang pe lngasuhan altelrnatif dan 

pe lndidikan, selrta folrum anak kolta pelkanbaru dan pihak olrang tua. 

c. Dolkume lntasi 

Dolkume lntasi melrupakan telknik pelngumpulan data dalam belntuk buku, 

arsip, dolkume ln dan gambar yang be lrisi lapolran untuk melndukung 

pe lnellitian. Melnurut (Zuriah, 2009) dalam (Sugiyolnol 2020)bahwa 

dolkumelntasi melrupakan cara melngumpulkan data mellalui arsip, telrmasuk 

juga buku te lntang te lolri, pelndapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang 

be lrhubungan de lngan masalah pelne llitian. Jadi dolkumeln dapat dijadikan 
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se lbagai selbuah catatan aktivitas, kelgiatan maupun pelristiwa yang te llah 

be lrlalu yang dicatatkan, dikumpulkan melnjadi selbuah arsip. 

3.4 Informan Penelitian 

 Infolrman pe lne llitian adalah se lse lolrang yang be lnar be lnar me lnge ltahui suatu 

pe lrsolalan atau pelrmasalahan telrte lntu yang darinya dapat dipelrolle lh infolrmasi yang 

jellas akurat dan telrpelrcaya. Infolrman dalam pelnellitian ini yaitu belrasal dari dari 

wawancara langsung yang dise lbut se lbagai narasumbelr. Dalam pelne llitian ini 

melne lntukan infolrman delngan me lnggunakan telknik purpolsive l dan teknik 

snowball. Teknik purposive yaitu dipilih delngan pe lrtimbangan dan tujuan 

telrte lntu, yang be lnar-be lnar melnguasai suatu olbjelk yang pe lne lliti telliti. Sedangkan 

teknik snowball yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan 

mengambil sampel dan suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Teknik 

snowball dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke 

informan yang lainnya. Snowball sampling merupakan suatu metode untuk 

menemukan informan-informan berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi 

oleh penelitian.  Adapun yang me lnjadi info lrman dalam pelnellitian kualitatif ini 

adalah pihak-pihak yang me lmiliki pelnge ltahuan dan infolrmasi telrkait pelaklaksanaan 

pro lgram Ko lta Layak Anak. 
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Tabel 3.1 

 Key Informan Penelitian 

Nol Jabatan Jumlah 

1. Kepala Seksi Pe lmelnuhan Hak Anak Bidang 

Pe lngasuhan Alte lrnatif dan Pelndidikan 

1 Olranng 

2. Tenaga Kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak 1 Orang 

3. Folrum Anak Kolta Pe lkanbaru 2 Olramg 

4. Pihak Olrang Tua 2 Olrang 

 Toltal 6 O lrang 

Sumbe lr: Data Ollahan Pe lnulis, 2023 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data adalah prolse ls me lncari dan melnyusun data se lcara sistelmatis 

infolrmasi, catatan dan dolkumelntasi wawancara, delngan me lngatur dan 

melnggambarkan data dalam katelgolri de lngan me lnjabarkan kel dalam unit-unit, 

mellakukan sintelsa, melnyusun ke l dalam  polla, melmilih mana yang pe lnting dan 

yang akan dipellajari, dan melmbuat kelsimpulanselhingga mudah dipahami ollelh diri 

se lndiri maupun olrang lain.  

 Analisis data kualitatif melnyatu de lngan aktivitas pelngumpulan data, 

re lduksi data, pelnyajian data, dan  pelnyimpulan hasil pelnellitian. Analisis data yang 

digunakan dalam pelne llitian ini  yaitu analisa delskriptif kualitatif. Pada hakikatnya 

analisis data adalah kelgiatan untuk melngatur, me lngurutkan, melnge llolmpolkkan, 

melmbe lri kolde l atau tanda, dan melngkatelgolrikannya se lhingga dipelrollelh suatu 

telmuan belrdasarkan folkus atau masalah yang ingin dijawab (Murdiyantol 2020:67) 
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BAB IV  

 

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru  

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang 

dipimpin seorang kepala suku bernama Batin. Kawasan ini terus berkembang 

menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di mata Sungai Siak. Pada tanggal 09 

April 1689 terjadi pembaharuan perjanjian antara Kerajaan Johor  dan Belanda 

(VOC) dimana Belanda diberikan hak yang lebih luas. Selain itu, Belanda juga 

mendirikan pondok di Petapahan yang pada waktu itu merupakan daerah yang 

berkembang dan cukup penting dikarenakan kapal-kapal Belanda tidak bisa ma-

suk ke Petapahan. Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda, 

maka pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.  

Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat menumpuknya berbagai 

komoditi perdagangan, baik dari luar untuk diangkut kepedalaman, maupun dari 

dalam untuk dibawa keluar seperti bahan tambang emas, timah, kayu, kerajinan 

dan hasil hutan lainnya. Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan pent-

ing dalam lalu lintas perdagangan. Hal ini dikarenakan letak Senapelan yang strat-

egis dan kondisi Sungai Siak yang tenang sehingga membuat desa ini mempunyai 

posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan 

Kampar. 
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Selanjutnya, untuk mendorong berkembangnya fasilitas jalan melalui jalur 

Teratak Buluh (Sungai Kelut), Tangkareng hingga Senapelan dijadikan sebagai 

kawasan startegis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Siak Sri In-

drapura. Dimana sejak Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 

membangun sebuah keratin di Kampung Bukit yang terletak di dekat lokasi Mas-

jid Raya saat ini.  

4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru  

 Visi Kota Pekanbaru yaitu: 

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat Perdagangan dan Jasa, 

Pendidikan dan Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang 

berlandaskan Iman dan Taqwa”. 

 Misi Kota Pekanbaru yaitu: 

a. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertaqwa, 

tangguh dan berdaya saing tinggi. 

b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkungan 

masyarakat berbudaya melayu. 

c. Mewujudkan tata kelola cerdas dan penyedia infrastruktur yang baik. 

d. Mewujdukan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan padat 

modal pada tiga sector unggulan yitu jasa, perdagangan dan industry 

(olahan dan MICE). 
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e. Me wujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan 

ramah lingkungan (green city). 

4.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 

Sebelum tahun 1960 kota Pekanbaru hanyalah kota dengan 16 Km2 yang 

kemudian bertambah menjadi 62.92 Km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan 

Senapelan dan Kecamatan Limapuluh, lalu pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 

Kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446.50 

Km2. Bertambahnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan 

penduduk disegala bidang yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas 

perkotaan serta kebutuhan lainnya. 

Sebagai upaya terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah 

yang cukup luas dan dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan 

dengan 83 Kelurahan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km2 atau 

0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Luas wilayah perkecamatan 

dapat dilihat pada keterangan tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1  

Luas Wilayah Kota Pekanbaru 

No. Kecamatan Luas (Km2) 

1. Payung Sekaki 35,55 

2. Tuahmadani 29,84 

3. Binawidya 36,59 

4. Bukit Raya 22,05 

5. Marpoyan Damai 29,74 
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No. Kecamatan Luas (Km2) 

6. Tenayan Raya 114,40 

7. Kulim 56,87 

8. Limapuluh 4,04 

9. Sail 3,26 

10. Pekanbaru Kota 2,26 

11. Sukajadi 3,76 

12. Senapelan 6,65 

13. Rumbai 61,86 

14. Rumbai Barat 86,01 

15. Rumbai Timur  138,31 

 Jumlah 632,26 

           Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2023 

Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara 101° 14‟ - 101° 34‟ Bujur 

Timur dan 0° 25‟ - 0° 45‟ Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kam-

par dan Pelalawan (Perwako Pekanbaru, 2018). Adapun batas administrasi Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 

Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada 

umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah 51 pinggiran 

kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan 

rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah 

oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak 
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sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, 

Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan.  

Tabel 4.2  

Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Per Kecamatan 

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Sukajadi 24.557 24.601 49.158 

2. Pekanbaru Kota 13.682 13.657 27.339 

3. Sail 12.825 13.170 25.995 

4. Lima Puluh 22.603 22.830 45.433 

5. Senapelan 19.490 19.730 39.220 

6. Rumbai Barat 14.118 13.483 27.601 

7. Bukit Raya 53.184 53.089 106.273 

8. Binawidya 39.266 38.812 78.078 

9. Marpoyan Damai 74.886 74.088 148.974 

10. Tenayan Raya 57.615 56.660 114.275 

11. Payung Sekaki 50.359 49.984 100.343 

12. Rumbai 51.560 50.309 101.869 

13. Tuahmadani 78.127 76.526 154.653 

14. Kulim 27.280 26.490 53.770 

15. Rumbai Timur 17.474 16.872 34.346 

 Total 557.026 550.301 1.107.327 

 Sumber: Disdukcapil Kota Pekanbaru, 2022 

4.4 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru  

4.4.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru  

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Ber-

encana Provinsi Riau di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali bernama Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi 

Riau. Pada Januari 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana ditetapkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016. 
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Sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam bidang perm-

berdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan uraian.  

Berjalannya waktu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DPPPA) diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru.  

DP3APM Kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Abdul Rahman Hamid, Ke-

lurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya-Pekanbaru 28289. Berdasarkan 

dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas DP3APM Kota Pekanbaru 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Meningkatkan perlindungan hak perempuan.  

b) Menyelenggarakan sistem data gender dan anak.  

c)  Meningkatkan pemenuhan hak anak .  

d) Meningkatkan perlindungan khusus anak.  

e) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.  



46 
 

 
 

4.4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlin-

dungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru  

Tujuan  

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran kebijakan, pro-

gram dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan visi 

dan misi DP3APM Kota Pekanbaru adalah :  

a. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlin-

dungan perempuan agar peran sosial antara laki – laki dan per-

empuan (keadilan dan kesetaraan gender) anak laki-laki dan anak 

perempuan dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan ber-

masyarakat, berbangsa dan bernegara; 

b. Menciptakan kondisi pemenuhan hak anak, perlindungan anak 

serta partisipasi anak agar tumbuh berkembang secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.  

Sasaran   

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. Ber-

dasarkan hal tersebut diatas, uraian sasaran dan indikator pencapaianya 

yaitu:  

a. Meningkatnya jumlah dan kualitas permpuan yang dibekali, 

dengan wawasan dan keterampilan tentang berbagai bidang ke-
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hidupan kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, keterampilan hidup dan sebagainya;  

b. Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah stakeholder dan 

masyarakat yang memiliki wawasan tentang keadilan dan kese-

jahteraan gender, serta pemberdayaan perempuan.  

c. Meningkatnya jumlah stakeholder dan masyarakat yang mem-

iliki wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan anak dan 

pemenuhan hak anak demi kelangsungan hidup bangsa 

4.5  Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru 

Dinas DP3APM Kota Pekanbaru memiliki beberapa bidang dan 

unit pelaksana yang tergabung didalam dinas tersebut, adapun bidang dan 

unit yang di DP3APM yaitu: 

a Kepala Dinas 

b Sekretaris, yang membawahi 3 bagian, meliputi: 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Program 

c Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang 

membawahi 3 seksi: 

1) Seksi Perlindungan Perempuan 

2) Seksi Perlindungan Khusus Anak 
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3) Seksi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan 

Khusus Anak 

d Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga, yang mem-

bawahi 3 seksi: 

1) Seksi Pemenuhan Hak Anak 

2) Seksi Kualitas Keluarga 

3) Seksi Kelembagaan dan Layanan Pemenuhan Hak Anak 

e Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, yang mem-

bawahi 3 seksi: 

1) Seksi Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat 

2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

3) Seksi Kelembagaan Masyarakat 

f Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

g Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi DP3APM Kota Pekanbaru 

 

4.6  Tugas dan Fungsi Stuktur Organisasi 

1. Kepala Dinas 

Tugas 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan 

masyarakat serta tugas pembantuan lainnya. 
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Fungsi 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan dan penetapan rencana operasional urusan pemerintahan 

bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pem-

berdayan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. perumusan dan penetapan pelembagaan PUG pada lembaga 

pemerintah tingkat kota. 

c. perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat 

kota.  

d. perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat 

kota.  

e. perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.  

f. perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

yang melibatkan para pihak lingkup kota.  

g. perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuan korban 

kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupat-

en/kota.  
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h. perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.  

i. perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kota.  

j. perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.  

k. perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi keluarga dalam 

mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.  

l. perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pen-

yajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota.  

m. perumusan dan penetapan pelembagaan PHA pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota. 

2. Sekretaris 

Tugas 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan menyusun bahan 

koordinasi bidang sekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan. 

Fungsi 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyusunan rencana operasional program kerja dan 

kegiatankesekretariatan pada dinas berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

b. penyusunan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan 

penyusunan program, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan 

masyarakat, arsip, dan dokumentasi;penyusunan bahan koordinasi 

penataan organisasi dan tata laksana; 

c. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan laporan tahunan 

dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban; 

d. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan 

efisien; 

e. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan 

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas;  

f. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru dengan cara membandingkan antara 
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rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang;dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya 

3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Tugas 

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan 

koordinasi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kelem-

bagaan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perun-

dangundangan. 

Fungsi 

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan berdasar-

kan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pen-

golahan, analisis dan penyajian data pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan ditingkat kota.  
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c. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PUG 

pada lembaga pemerintah tingkat kota. 

d.  penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan per-

empuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi 

kemasyarakatan tingkat kota. 

e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguat an dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan per-

empuan tingkat kota.  

f. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang 

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

g. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di ling-

kunganBidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Per-

empuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkai-

tan dengan tugasnya. 
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4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 

Tugas 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 

mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan 

koordinasi bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak 

meliputi perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan kelem-

bagaan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasar-

kan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang perlin-

dungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan; 

b. penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasi 

litasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang 

perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; 

c. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pen-

golahan, 

d. analisis dan penyajian data Perlindungan Perempuan dan Perlin-

dungan Khusus Anak ditingkat kota. 
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e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan 

kekerasanterhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup 

kota. 

f. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan 

bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi 

tingkat daerah kabupaten/kota. 

g. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempu-

an tingkat kota penyusunan bahan perumusan dan penetapan 

pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak 

lingkup kota. 

h. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan 

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memer-

lukan koordinasi tingkat kota. 

i. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memer-

lukan perlindungan khusus tingkat kota. 

j. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Per-

lindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang 

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

k. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di ling-

kungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus 
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Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tid-

ak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

l. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlin-

dungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan per-

baikan kinerja di masa yang akan datang; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkai-

tan dengan tugasnya. 

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga 

Tugas 

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai 

tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bi-

dang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga meliputi pemenuhan hak 

anak, kualitas keluarga dan kelembagaan dan layanan pemenuhan hak 

anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi 

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemenuhan 

hak anak dan kualitas keluarga berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 
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b. penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, 

fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga; 

c. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pen-

golahan, analisis dan penyajian data Pemenuhan Hak Anak dan 

Kualitas Keluarga ditingkat kota. 

d. penyusunan bahan perumusan dan penetapan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 

tingkat kota. 

e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah ker-

janya dalam kota. 

f. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan 

bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah 

kerjanya dalam kota. 

g. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PHA 

padan lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha ting-

kat kota. 

h. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

hidup anak tingkat kota. 



59 
 

 
 

i. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pe 

menuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat 

berjalan efektif dan efisien; 

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di ling-

kungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak ter-

jadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang 

Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dengan cara mem-

bandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang te-

lah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkai-

tan dengan tugasnya.  

6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat 

Tugas 

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai 

tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bi-

dang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat meliputi pembinaan dan 

partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan 

masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi 
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Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang pem-

berdayaan dan kelembagaan masyarakat berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

b. penyusunan bahan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga 

penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang 

pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat; 

c. penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, 

fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat; 

d. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pen 

golahan, analisis dan penyajian data Pemberdayaan dan Kelem-

bagaan Masyarakat ditingkat kota. 

e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan kerja sama antat de-

sa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota. 

f. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan de-

sa/kelurahan. 

g. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan 

lembagakemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan 

desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat daerah kota dan 
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pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya 

hukum adat yang sama dalam daerah kota. 

h. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan lem-

baga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan. 

i. penyusunan bahan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) 

daerah kota pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang 

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di ling-

kungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak ter-

jadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pem-

berdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dengan cara mem-

bandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang te-

lah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkai-

tan dengan tugasnya. 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 
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BAB VI  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwasannya implementasi program kota layak anak 

pada klaster pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota 

Pekanbaru sudah terimplementasi cukup baik, namun belum sepenuhnya 

maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari indikator implementasi 

kebijakan menurut Grindle untuk mengukur suatu keberhasilan dalam 

implementasi terdapat dua indikator yaitu Isi Kebijakan (Contents Of Policy) dan 

Lingkungan Implementasi (Context Of Implementation).  

 Untuk indikator isi kebijakan yaitu kepentingan kelompok sasaran, 

manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk sumber daya 

yang terlibat di dalamnya masih belum optimal karena masih terdapat sumber 

daya manusia yang kurang memahami dalam proses pelaksanaan program kota 

layak anak terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif. Selanjutnya, untuk indikator lingkungan implementasi yaitu kekuasaan, 

kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa 

sudah cukup baik akan tetapi untuk tingkat kepatuhan dan daya tanggap para aktor 

yang terlibat masih kurang responsif dikarenakan kurangnya koordinasi antara 
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organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam implementasi kota layak 

ini. 

6.2 Saran  

 Adapun saran dari peneliti untuk menjadi masukan bagi pihak yang 

bersangkutan mengenai Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada 

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru 

sebagai berikut:  

a. Diharapkan kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindugan anak 

kota pekanbaru mampu melakukan penerapan dalam upaya pemenuhan 

hak-hak anak di kota pekanbaru. 

b. Diharapakan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan agar mampu 

untuk lebih melakukan koordinasi serta mendukung stakeholder dan opd 

yang terlibat serta sumber daya yang memadai agar mampu memperbaiki 

implementasi program kota layak anak terkait klaster lingkungan keluarga 

dan pengasuhan alternatif. 
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LAMPIRAN 

Transkip Wawancara 

Informan : Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif 

dan Pendiidkan 

Tanggal Wawancara : 16 Mei 2024 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

Program 

Kota Layak 

Anak Pada 

Klaster 

Lingkungan 

Keluarga 

dan 

Pengasuhan 

Alternatif di 

Kota Pek-

anbaru 

Isi Kebijakan 1. Kepentingan 

yang 

mempengaruhi  

 

1. Apa saja kepent-

ingan yang 

mempengaruhi ke-

bijakan terkait 

klaster lingkungan 

keluarga dan 

pengasuhan alter-

natif? 

2. Sejauh manakah 

kepentingan tersebut 

membawa pengaruh 

terhadap pelaksa-

naanya? 

2. Tipe manfaat 

 

1. Apa saja manfaat 

adanya pelaksanaan 

program Kota Layak 

Anak terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan al-

ternatif di Kota Pek-

anbaru? 

2. Bagaimana bentuk 

manfaat tersebut? 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

3. Derajat peru-

bahan yang di-

inginkan 

1. Apa saja perubahan 

yang ada mengenai 

pelaksanaan pro-

gram Kota Layak 

Anak terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan al-

ternatif di Kota Pek-

anbaru? 

4. Letak pengambi-

lan keputusan 

1. Apa landasan dalam 

pelaksanaan ke-

bijakan Kota Layak 

Anak pada klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan al-

ternatif di Kota Pek-

anbaru? 

5.  Pelaksana 

Program 

1. Siapa saja yang ter-

libat dalam pelaksa-

naan program Kota 

Layak Anak terkhu-

susnya pada klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan al-

ternatif dan 

bagaimana peran 

serta kedudukann-

ya? 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

6. Sumber daya yang 

dilibatkan 

1. Apakah program 

Kota Layak Anak 

pada klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alter-

natif  didukung 

penuh oleh sumber 

daya yang memadai 

dan sesuai yang di-

inginkan? 

 Lingkungan 

Implementasi 

1. Kekuasaan, 

kepentingan dan 

strategi aktor 

yang terlibat 

1. Bagaimana sosial-

isasi dan strategi 

mengenai program 

Kota Layak Anak 

pada klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alter-

natif? 

2. Bagaimana 

kekuasaan serta 

strategi aktor yang 

terlibat dalam pro-

gram Kota Layak 

Anak terkhususnya 

pada klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alter-

natif? 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

2. Karakterisitik 

lembaga dan 

penguasa 

1. Bagaimana karakter-

istik peran pelaksa-

na dalam 

melaksanakan ke-

bijakan Kota Layak 

Anak pada klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan al-

ternatif? 

3. Kepatuhan dan 

daya tanggap 

1. Bagaimana kepatu-

han dan daya tang-

gap aktor-aktor yang 

terlibat pada ke-

bijakan Kota Layak 

Anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Informan : Tenaga Kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak 

Tanggal Wawancara : 30 Mei 2024 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

Program 

Kota Layak 

Anak Pada 

Klaster 

Lingkungan 

Keluarga 

dan 

Pengasuhan 

Alternatif di 

Kota Pek-

anbaru 

Isi Kebijakan 1. Kepentingan yang 

mempengaruhi  

 

1. Apa saja kepentingan 

yang mempengaruhi 

kebijakan terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan alter-

natif? 

2. Sejauh manakah 

kepentingan tersebut 

membawa pengaruh 

terhadap pelaksanaan-

ya? 

2. Tipe manfaat 

 

1. Apa saja manfaat 

adanya pelaksanaan 

program Kota Layak 

Anak terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan alter-

natif di Kota Pekanba-

ru? 

3. Derajat perubahan 

yang diinginkan 

1. Apa saja perubahan 

yang ada mengenai 

pelaksanaan program 

Kota Layak Anak 

terkait klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alternatif di 

Kota Pekanbaru? 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

4. Letak pengambi-

lan keputusan 

1. Apa landasan dalam 

pelaksanaan kebijakan 

Kota Layak Anak pada 

klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif di Kota 

Pekanbaru? 

5.  Pelaksana 

Program 

1. Siapa saja yang terli-

bat dalam pelaksanaan 

program Kota Layak 

Anak terkhususnya pada 

klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif dan 

bagaimana peran serta 

kedudukannya? 

6. Sumber daya yang 

dilibatkan 

1. Apakah program Ko-

ta Layak Anak pada 

klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif  didukung 

penuh oleh sumber daya 

yang memadai dan 

sesuai yang diinginkan? 

 Lingkungan 

Implementasi 

1. Kekuasaan, 

kepentingan dan 

strategi aktor yang 

terlibat 

1. Bagaimana 

kekuasaan serta strategi 

aktor yang terlibat da-

lam program Kota Lay-

ak Anak terkhususnya 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

pada klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif? 

2. Karakterisitik 

lembaga dan pen-

guasa 

1. Bagaimana karakter-

istik peran pelaksana 

dalam melaksanakan 

kebijakan Kota Layak 

Anak pada klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alternatif? 

3. Kepatuhan dan 

daya tanggap 

1. Bagaimana kepatuhan 

dan daya tanggap aktor-

aktor yang terlibat pada 

kebijakan Kota Layak 

Anak? 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Informan : Pihak Orang Tua  

Tanggal Wawancara : 18 Mei 2024 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

Program 

Kota Layak 

Anak Pada 

Klaster 

Lingkungan 

Keluarga 

dan 

Pengasuhan 

Alternatif di 

Kota Pek-

anbaru 

Isi Kebijakan 1. Kepentingan yang 

mempengaruhi  

 

1. Apa saja kepentingan 

yang mempengaruhi 

kebijakan terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan alter-

natif? 

2. Sejauh manakah 

kepentingan tersebut 

membawa pengaruh 

terhadap pelaksanaan-

ya? 

2. Tipe manfaat 

 

1. Apa saja manfaat 

adanya pelaksanaan 

program Kota Layak 

Anak terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan alter-

natif di Kota Pekanba-

ru? 

3. Derajat perubahan 

yang diinginkan 

1. Apa saja perubahan 

yang ada mengenai 

pelaksanaan program 

Kota Layak Anak 

terkait klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alternatif di 

Kota Pekanbaru? 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

4. Letak pengambi-

lan keputusan 

1. Bagaimana tanggapan 

terhadap program Kota 

Layak Anak ? 

5.  Pelaksana 

Program 

1. Bagaimana pihak 

yang terlibat dalam 

pelaksana program Kota 

Layak Anak? 

6. Sumber daya yang 

dilibatkan 

1. Apakah program Ko-

ta Layak Anak pada 

klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif  didukung 

penuh oleh sumber daya 

yang memadai dan 

sesuai yang diinginkan? 

 Lingkungan 

Implementasi 

1. Kekuasaan, 

kepentingan dan 

strategi aktor yang 

terlibat 

1. Bagaimana 

kekuasaan serta strategi 

aktor yang terlibat da-

lam program Kota Lay-

ak Anak terkhususnya 

pada klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif? 

2. Karakterisitik 

lembaga dan pen-

guasa 

1. Bagaimana karakter-

istik peran pelaksana 

dalam melaksanakan 

kebijakan Kota Layak 

Anak pada klaster ling-

kungan keluarga dan 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

pengasuhan alternatif? 

3. Kepatuhan dan 

daya tanggap 

1. Bagaimana kepatuhan 

dan daya tanggap aktor-

aktor yang terlibat pada 

kebijakan Kota Layak 

Anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Informan : Forum Anak 

Tanggal Wawancara : 18 Mei 2024 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

Program 

Kota Layak 

Anak Pada 

Klaster 

Lingkungan 

Keluarga 

dan 

Pengasuhan 

Alternatif di 

Kota Pek-

anbaru 

Isi Kebijakan 1. Kepentingan yang 

mempengaruhi  

 

1. Apa saja kepentingan 

yang mempengaruhi 

kebijakan terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan alter-

natif? 

2. Sejauh manakah 

kepentingan tersebut 

membawa pengaruh 

terhadap pelaksanaan-

ya? 

2. Tipe manfaat 

 

1. Apa saja manfaat 

adanya pelaksanaan 

program Kota Layak 

Anak terkait klaster 

lingkungan keluarga 

dan pengasuhan alter-

natif di Kota Pekanba-

ru? 

2. Bagaimana bentuk 

manfaat tersebut yang 

bisa dirasakan forum 

anak? 

3. Derajat perubahan 

yang diinginkan 

1. Apa saja perubahan 

yang ada mengenai 

pelaksanaan program 

Kota Layak Anak 



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

terkait klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alternatif di 

Kota Pekanbaru? 

4. Letak pengambi-

lan keputusan 

1. Bagimana tanggapan 

forum anak terkait pro-

gram Kota Layak Anak 

pada klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif? 

5.  Pelaksana 

Program 

1. Bagaimana pihak 

yang terlibat dalam 

pelaksana program Kota 

Layak Anak? 

6. Sumber daya yang 

dilibatkan 

1. Apakah program Ko-

ta Layak Anak pada 

klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-

han alternatif  didukung 

penuh oleh sumber daya 

yang memadai dan 

sesuai yang diinginkan? 

 Lingkungan 

Implementasi 

1. Kekuasaan, 

kepentingan dan 

strategi aktor yang 

terlibat 

1. Bagaimana 

kekuasaan serta strategi 

aktor yang terlibat da-

lam program Kota Lay-

ak Anak terkhususnya 

pada klaster lingkungan 

keluarga dan pengasu-



 
 

 
 

Fenomena Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan 

han alternatif? 

2. Karakterisitik 

lembaga dan pen-

guasa 

1. Bagaimana karakter-

istik peran pelaksana 

dalam melaksanakan 

kebijakan Kota Layak 

Anak pada klaster ling-

kungan keluarga dan 

pengasuhan alternatif? 

3. Kepatuhan dan 

daya tanggap 

1. Bagaimana kepatuhan 

dan daya tanggap aktor-

aktor yang terlibat pada 

kebijakan Kota Layak 

Anak? 
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